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KLATEN (KR) - Abyan

Putra Wardhana dan Raya

Kayla Haqq berhasil me-

menangkan pemilihan Mas

dan Mbak Klaten 2024.

Keduanya dinobatkan se-

bagai Duta Wisata Kabu-

paten Klaten 2024 pada

malam grand final di Alun-

alun Klaten, Sabtu (13/7).

Abyan Putra Wardhana se-

bagai perwakilan Kecamat-

an Trucuk berhasil menya-

bet gelar Mas Klaten 2024.

Sementara gelar Mbak

2024 diraih Raya Kayla

Haqq dari Kecamatan

Karangdowo.

Selanjutnya, keduanya

resmi menyandang tugas

sebagai Duta Wisata Kabu-

paten Klaten 2024, meng-

gantikan tugas Mas dan

Mbak Klaten 2023,yakni

Alexander Fidellis Arya

dan Raphaella Chayla

Shaka Lakshita.

Kepala Disbudporapar

Kabupaten Klaten, Sri

Nugroho menyampaikan,

finalis Mas dan Mbak Duta

Wisata Klaten 2024 telah

melewati tahapan-tahapan

seleksi yang ketat. Ajang

Duta Wisata Mas dan

Mbak Klaten 2024 meru-

pakan salah satu langkah

untuk mempromosikan

serta memasarkan kepari-

wisataan yang ada di Kota

Bersinar.

Bupati Klaten, Sri Mul-

yani yang hadir dalam

Grand Final Mas Mbak

Klaten 2024 menyam-

paikan apresiasi atas terse-

lenggaranya kegiatan ter-

sebut. Ia mengungkapkan

bahwa peran serta genera-

si-generasi muda tersebut

bisa menjadi upaya pe-

ngembangan kepariwisa-

taan Kabupaten Klaten,

bahkan hingga ke kancah

internasional.

Bupati berharap para fi-

nalis tidak hanya berhenti

di ajang ini, namun terus

mengembangkan diri pada

ajang-ajang bergengsi lain-

nya serta membawa harum

nama Kabupaten Klaten.

”Kami optimis generasi mu-

da Klaten memiliki potensi

yang besar. Hal ini dibuk-

tikan banyaknya anak mu-

da Klaten yang berprestasi.

Di antaranya Putri Otonomi

Indonesia 2024 yang berasal

dari Kabupaten Klaten,”

ungkapnya. (Sit)-f

ABYAN PUTRA DAN RAYA KAYLA

Duta Wisata Kabupaten Klaten 2024

KR-Sri Warsiti

Para pemenang pemilihan Mas dan Mbak Klaten
2024 foto bersama bupati.

LAUNCHING PENGAWASAN PILKADA 2024 DI JATENG

’Sesarengan Ngawasi’ Bersama Wasra-Wasri
MAGELANG (KR) - Ribuan

orang menghadiri launching slo-

gan pengawasan tahapan Pilkada

Tahun 2024 di Jawa Tengah,

yakni ‘Sesarengan Ngawasi’ yang

dilaksanakan Bawaslu Provinsi

Jawa Tengah di Lapangan dr Soe-

pardi Sawitan Magelang, Jumat

(12/7) malam. Dalam peluncuran

slogan tersebut juga disosialisas-

ikan maskot Wasra dan Wasri.

Dalam launching, Ketua Bawaslu

Provinsi Jawa Tengah Muhammad

Amin SAP MH bersama seluruh

anggota Bawaslu Provinsi Jateng,

Kepala Kesbangpol Provinsi Jateng

Haerudin SH MH, Pj Bupati Mage-

lang Sepyo Achanto, dan sejumlah

pejabat lain bersama-sama

memencet tombol sirine, dibarengi

pemukulan kentongan bambu.

Koordinator Divisi Pencegahan

Partisipasi Masyarakat Bawaslu

Provinsi Jateng, Nur Kholiq di

Pendapa Merapi rumah dinas

Bupati Magelang mengatakan,

dalam kegiatan ini juga diundang

Bawaslu Kabupaten/Kota se Jawa

Tengah.

”Slogan atau taglin ‘Sesarengan

Ngawasi’ mengandung maksud

mengajak seluruh masyarakat di

Jawa Tengah, khususnya yang su-

dah memiliki hak pilih, bersama-

sama berpartisipasi dalam Pilka-

da 2024. Sedangkan makna sim-

boles Wasra dan Wasri adalah se-

mangat Bawaslu dalam peng-

awasan mengakomodir sentuhan-

sentuhan lokalitas kearifan lokal

yang ada di Jateng,” jelas Nur

Kholiq didampingi ketua dan

seluruh anggota Bawaslu Provinsi

Jateng.

Nur Kholiq juga mengingatkan,

saat ini sedang tahapan penyu-

sunan daftar pemilih yang subta-

hapannya adalah pencocokan dan

penelitian. Tahapn ini dimulai 24

Juni 2024 dan akan berakhir 24

Juli 2024. Masyarakat yang be-

lum didata dapat melaporkan ke-

pada pengawas terdekat. Ber-

kaitan dengan tahapan ini, juga

sedang dilaksanakan ‘uji petik’

coklit yang dilaksanakan Pan-

tarlih.

Pj Gubernur Jateng Nana Su-

djana dalam sambutan tertulis

yang dibacakan Kepala Kesbang-

pol Provinsi Jawa Tengah, Ha-

erudin antara lain mengatakan

keberhasilan Pilkada 2024 tidak

lepas dari peran seluruh elemen.

Peran pengawasan menempati

posisi sangat sentral untuk mem-

bangun pilkada yang berkualitas,

berintegritas dan terlegitimasi

masyarakat.

”Karena itu, pengawasan harus

dilakukan di semua tahapan

Pilkada 2024. Seluruh prosesnya

harus diawasi dengan cermat, di-

tangani dengan sangat hati-hati.

Untuk itu perlu partisipasi ma-

syarakat. Tidak hanya dalam pe-

mungutan suara, tetapi juga

dalam pengawasan,” tandas Nana

Sudjana.

Sementara itu Pj Bupati

Magelang, Sepyo Achanto berha-

rap kegiatan ini menjadi spirit un-

tuk melakukan pengawasan pil-

kada secara menyeluruh dan

serentak di seluruh wilayah Jawa

Tengah. 

”Kami berharap, dalam pelak-

sanaan pilkada serentak tahun ini

semuanya dapat menjaga dan

mengawasi agar dapat berjalan de-

ngan baik sesuai tahapan-tahapan

yang ada,” ungkapnya.       (Tha)-f

TERKAIT KUPA-PPAS APBD KLATEN 2024

DPRD Segera Membahas Bersama OPD

”Agenda rapat kali ini mende-

ngarkan penyampaian penjelasan

bupati KUPA-PPAS Perubahan

APBD Tahun 2024 dan KUA-

PPAS APBD Tahun 2025,” kata

Ketua DPRD Klaten, Hamenang

Wajar Ismoyo. Menurutnya,

DPRD Klaten akan segera menin-

daklanjuti penyampaian dua ma-

teri tersebut. Masing-masing

komisi akan bertemu dengan

OPD-OPD terkait, untuk melaku-

kan pembahasan bersama.

Bupati Klaten, Sri Mulyani

dalam penyampaian dua agenda

tersebut juga mengucapkan teri-

makasih kepada DPRD Klaten

yang telah memberikan dukung-

an dan kerjasama, sehingga

penyelenggaraan pemerintah da-

erah bisa berjalan dengan baik.

Menurut Bupati, adanya di-

namika global dan nasional serta

adanya kebijakan pemerintah

pusat dan pemerintah Provinsi

Jawa Tengah, dalam perjalanan

pelaksanaan APBD Kabupaten

Klaten tahun anggaran 2024, ter-

dapat beberapa hal yang tidak  se-

suai dengan asumsi yang ter-

tuang dalam nota kesepakatan

antara Pemerintah Kabupaten

Klaten dengan DPRD Klaten.

Tentang kebijakan umum APBD

2024 yang meliputi asumsi pen-

dapatan belanja dan pembiayaan

daerah. 

Beberapa kondisi melatarbe-

lakangi perlunya Pemkab Klaten

untuk melakukan penyesuaian

terhadap kebijakan umum APBD

Kabupaten Klaten tahun 2024.

Perubahan kebijakan umum

APBD dan perubahan prioritas

dan plafon anggaran sementara

tahun anggaran 2024 diarahkan

untuk penyesuaian kebijakan pe-

merintah pusat dan pemenuhan

prioritas belanja tertentu yang

berdampak pada peningkatan

perekonomian daerah.

Selain itu, lanjut Sri Mulyani,

dengan berakhirnya pelak-

sanaan APBD Kabupaten Klaten

Tahun 2023 yang menyebabkan

adanya sisa lebih perhitungan

anggaran (Silpa) yang akan digu-

nakan pada tahun anggaran ber-

jalan, maka perlu menyusun pe-

rubahan kebijakan umum APBD

dan perubahan prioritas dan pla-

fon anggaran sementara sebagai

pedoman penyusunan rancangan

perubahan APBD Kabupaten

Klaten tahun anggaran 2024.

Bupati juga menjelaskan, un-

tuk penyusunan KUA dan PPAS

tahun anggaran 2025 berpedo-

man pada hasil capaian pemba-

ngunan daerah pada tahun-

tahun sebelumnya, dan memper-

hatikan isu strategis yang di-

hadapi pada tahun pelaksanaan. 

(Sit)-f

PATI (KR) - Ribuan warga Desa Puncel Kecamatan

Dukuhseti Kabupaten Pati merasa lega setelah pemilik

menutup Hotel DY. Sebelumnya, selama satu pekan war-

ga sekitar melakukan demo untuk menolak keberadaan

hotel tersebut.

Kepastian penutupan Hotel DY yang berlokasi di Desa

Puncel diketahui setelah dibacakan isi surat pernyataan

yang ditandatangani pemilik Hotel DY, yakni Eko

Supriyanto. ÓSaya menutup hotel ini mulai Jumat 12 Juli

2024 karena situasi yang tidak kondusif di Desa PuncelÓ

ungkap Eko Supriyanto dalam pernyataan yang dibacakan

tokoh pemuda setempat, Alan Arsalan. 

Surat pernyataan tersebut juga ditandatangani Camat

Dukuhseti Agus Sunarko, Kapolsek AKP Ali Mashuri,

Danramil Suwoyo, dan Kades Puncel Sutiyono.

ÓSekarang, masyarakat Desa Puncel sudah kondusif.

Warga harus menjaga kondusivitas ini,Ó kata Sutiyono di

hadapan warganya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, warga sempat

memasang aneka spanduk dan baliho sebagai tanda

protes keberadaan Hotel DY. Warga juga sempat mengan-

cam akan mempersoalkan secara hukum jika hotel tidak

ditutup. Selain karena proses pengajuan ijin yang diang-

gap bermasalah, keberadaan hotel juga dikhawatirkan

akan menjadi tempat yang tidak mendidik masyarakat se-

kitar. Sebelumnya, lokasi pembangunan hotel adalah

adalah kantor koperasi. (Cuk)-f

PUNCEL SUDAH KONDUSIF

Hotel DY Sudah Ditutup

KR-Thoha

Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah meluncurkan slogan
Pilkada 2024.

KLATEN (KR) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Kabupaten Klaten, Jumat (12/7), mengadakan
rapat paripurna. Agenda rapat adalah penyampaian
penjelasan bupati tentang Kebijakan Umum Perubahan
Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KU-
PA-PPAS) Perubahan APBD Tahun 2024 dan Kebijakan
Umum Anggaran prioritas plafon anggaran sementara
(KUA-PPAS) APBD Tahun 2025.

KR-Alwi Alaydrus

Warga menyambut gembira penutupan Hotel DY di
Desa Puncel.

Kejari Boyolali Buka
ÕPojok BacaÕ di Bandara

BOYOLALI (KR) - Dalam rangka peringatan Hari

Adhyaksa ke-64, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten

Boyolali membentuk posko bandara berupa area untuk

membaca (Reading Corner atau Pojok Baca) di Bandara

Adi Sumarmo. Tempat tersebut disediakan bagi

penumpang yang akan menunggu keberangkatan pe-

sawat sehingga bisa memanfaatkan waktunya untuk

membaca buku-buku yang telah disediakan.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Boyolali,

Tri Anggoro Mukti mengatakan, reading corner ini meru-

pakan salah bentuk Kejari hadir untuk memperkenalkan

tugas pokok dan fungsinya kepada masyarakat.

Setidaknya ada 300 judul buku tentang hukum, kebu-

dayaan, ÔBoyolali Kaya CeritaÕ dan ÔBoyolali Kaya RasaÕ.

ÓPojok Baca ini sekaligus menjadi sarana informasi bagi

masyarakat bahwa Bandara Adi Soemarmo berada di

wilayah Kabupaten Boyolali,Ó jelasnya.

General Manager (GM) PTAngkasa Pura I Bandara Adi

Soemarmo Boyolali, Eric Rofiq Nurdin menyampaikan teri-

makasih dan menyambut baik dengan adanya Pojok Baca

yang difasilitasi Kejari Boyolali. Menurutnya, hal ini juga

merupakan simbol sinergitas antara Kejari dengan

Bandara Adi Soemarmo. ÓIni akan menjadi semangat bagi

kami untuk terus meningkatkan pelayanan dan kenya-

manan penumpang. Juga fasilitas yang mungkin diper-

lukan penumpang,Ó ungkapnya.

Wakil Bupati (Wabup) Boyolali, Wahyu Irawan men-

gapresiasi adanya Pojok Baca yang dinilai bisa menjadi

memperkenalkan potensi yang ada di Kabupaten Boyolali,

seperti wisata dan kulinernya. Dengan adanya buku Bo-

yolali Kaya Cerita dan Boyolali Kaya Rasa di Pojok Baca,

akan bisa menarik wisatawan untuk berkunjung dan me-

nikmati kuliner yang ada di Kota Susu,Ó jelasnya.     (Mul)-f

29 SMP Negeri Masih PPDB
BOYOLALI (KR) - Pendaftaraan Penerimaan Peserta

Didik Baru (PPDB) di Boyolali diperpanjang secara offline

mulai 11 Juli 2024. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

(Disdikbud) Kabupaten Boyolali mencatat ada 29 SMP

negeri kekurangan siswa tahun ajaran 2024. Sebelumnya,

pendaftaran PPDB SMP Negeri di Boyolali secara online

untuk jalur prestasi, afirmasi dan mutasi, dilaksanakan  24-

26 Juni 2024. Pengumuman hasil pada 27 Juni 2024.

ÓPendaftaran jalur zonasi dibuka lagi pada 1-3 Juli 2024

dan pengumuman pada 5 Juli 2024. Pendaftaran ulang

pada 8-10 Juli 2024 dan awal tahun ajaran baru

2024/2025 dimulai 22 Juli 2024,Ó jelas Kepala Bidang SMP

Disdikbud Boyolali, Mulyono.

Menurutnya, masih ada 29 sekolah yang kuotanya

belum terpenuhi, sehingga ada 1.200 kursi di 29 SMP

yang masih kosong, sehingga diperbolehkan membuka la-

gi pendaftaran secara offline. ÓDalam pendaftaran secara

offline, calon siswa membawa persyaratan pendaftaran,

seperti fotokopi surat keterangan lulus (SKL), kartu keluar-

ga (KK), akta kelahiran, dan lain-lain. Seperti pendaftaran

daring atau online,Ó jelas Mulyono.

Dalam masa perpanjangan PPDB itu, sekolah yang su-

dah diterima di SMP Negeri tidak boleh mendaftar lagi di

sekolah lain. Pendaftaran secara offline tidak memper-

syaratkan jarak atau zonasi. ÓBeberapa sekolah negeri

yang pada tahun ajaran sebelumnya tidak kekurangan

murid, pada 2024 ini juga kekurangan calon murid.

ÓPenyebabnya, mungkin ada lulusa Sekolah Dasar yang

sudah mendaftar di MTs atau sekolah swasta,Ó ungkap

Mulyono. (Mul)-f

KR-Sri Warsiti

Bupati menyerahkan dokumen KUPA-PPAS kepada Ketua
DPRD Kabupaten Klaten.

KR-Mulyawan

Kejari Boyolali saat meresmikan Pojok Baca di
Bandara Adi Soemarmo.

Jawa Tengah Miliki 30 Desa Antikorupsi
SEMARANG (KR) - Penjabat

(Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana

Sudjana mengatakan, tercatat

hingga akhir 2023 Jawa Tengah

sudah memiliki 30 desa antiko-

rupsi yang dibina bersama oleh

Pemprov Jateng dan Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berbagai kegiatan antikorupsi di

Jawa Tengah akan terus digelo-

rakan sampai tingkat desa.

Pj Gubernur Jawa Tengah me-

ngatakan hal itu dalam pembukaan

Roadshow Bus KPK dan Rakor

Pemberantasan Korupsi terkait

Penyelenggaraan Pelayanan Pu-

blik, Kamis (11/7) di Gedung

Gradhika Bhakti Praja Semarang.

”Tahun ini (2024) desa antikorupsi

akan direplikasi di 372 desa ( 29 ka-

bupaten/kota). Ini berkaitan dengan

kegiatan antikorupsi,” jelasnya.

Menurutnya, pemperantasan

korupsi harus dilakukan oleh se-

mua pihak. Termasuk para kepala

daerah juga diminta menjadi con-

toh dalam membangun integritas

dan mencegah terjadinya korupsi

di lingkungan kerjanya. Selain

itu, gubernur minta kepada

berbagai pihak agar melakukan

pencegahan terhadap praktik

suap, gratifikasi dan pungli dalam

pelayanan publik. ”Pelayanan ter-

baik  merupakan prioritas dalam

upaya menyejahterakan masya-

rakat,” tegasnya.

Nana juga mengatakan, sejum-

lah upaya pencegahan telah di-

lakukan oleh Pemprov Jateng.

Salah satunya, deklarasi pemba-

ngunan zona integritas menuju

wilayah bebas korupsi (WBK) di

setiap organisasi perangkat da-

erah (OPD). Ini berkaitan dengan

target reformasi birokrasi. ”Pen-

cegahan lebih baik daripada

penindakan. Korupsi ini berdam-

pak negatif bagi pembangunan

dan merugikan negara. Untuk itu

harus diperangi dan lawan,” tan-

dasnya.

Menurut gubernur, terkait de-

ngan optimalisasi pelayanan pu-

blik yang baik dan berintegritas,

seluruh kabupaten/kota di Jawa

Tengah sudah memiliki Mal

Pelayanan Publik (MPP) dan

mayoritas sudah menggunakan

teknologi informasi atau berbasis

digital. Dampak digitalisasi pela-

yanan publik dinilai sangat besar

untuk mengurangi praktik suap-

menyuap. (Bdi)-f


